


















 
 

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI 
Nomor W3-A16/954/HM.00/V/2022 

 
 

TENTANG 
 

TIM REVIU STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 
 KESEKRETARIATAN PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI 

 
 

KETUA PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI 
 

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjaga efektivitas penerapan Standar 
Operasional Prosedur (SOP) Kesekretariatan pada Pengadilan Agama 
Tanjung Pati, dipandang perlu menunjuk tim yang akan mereviu SOP 
tersebut; 

  b. Bahwa pegawai yang namanya terlampir dipandang cakap dan 
mampu untuk melaksanakan tugas sebagai tim reviu Standar 
Operasional Prosedur (SOP) Kesekretariatan Pengadilan Agama Tanjung 
Pati. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009; 

  2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang 
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009; 

  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 
Publik. 

  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 
  5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 

tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di 
Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di 
bawahnya. 

    
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI TENTANG TIM 
REVIU STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KESEKRETARIATAN 
PADA PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI  

KESATU : Menunjuk pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran 
keputusan ini sebagai Tim Reviu Standar Operasional Prosedur (SOP) 
Kesekretariatan pada Pengadilan Agama Tanjung Pati; 
 

KEDUA 
 

: Tugas dan Tanggung Jawab Tim sebagaimana dimaksud pada diktum 
kesatu adalah: 

1. Mereviu kembali SOP yang telah ada sebelumnya karena adanya 
beberapa hal yang mungkin perlu diupdate sesuai keadaan saat ini; 

2. Mengupdate SOP apabila ada yang berbeda dengan kondisi saat ini; 
3. Membandingkan dan memastikan kinerja pelaksana sesuai dengan 

maksud dan tujuan yang tercantum dalam SOP;  
4. Melakukan penilaian terhadap penerapan SOP yang berjalan dengan 

baik atau tidak; 
5. Menentukan tindakan yang harus diambil berdasarkan hasil penilaian 

terhadap penerapan SOP 



 
6. Menuangkan hasil reviu ke dalam Lembar Kerja Reviu

ketentuan;
7. Mengirimkan hasil reviu ke PTA Padang dan Ditjen Badilag tepat 

waktu;
8. Mengarsipkan hasil reviu SOP untuk keperluan eviden APM dan ZI;

 
KETIGA : 

 
 

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian 
hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan 
sebagaimana mestinya.
 

   
Salinan Keputusan ini untuk disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan 
sebagaimana mestinya. 
   

 

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang;
2. Pegawai yang bersangkutan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menuangkan hasil reviu ke dalam Lembar Kerja Reviu
ketentuan; 
Mengirimkan hasil reviu ke PTA Padang dan Ditjen Badilag tepat 
waktu; 
Mengarsipkan hasil reviu SOP untuk keperluan eviden APM dan ZI;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian 
terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan 

sebagaimana mestinya. 

Salinan Keputusan ini untuk disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan 

 
Ditetapkan di 
Pada Tanggal 

 
: Tanjung Pati
: 30 Mei

Ketua, 
 
 
 
 
ALFIZA, S.H.I., M.A. 
NIP. 197908152007042002
 

Tembusan disampaikan kepada Yth : 
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang; 

 

Menuangkan hasil reviu ke dalam Lembar Kerja Reviu sesuai dengan 

Mengirimkan hasil reviu ke PTA Padang dan Ditjen Badilag tepat 

Mengarsipkan hasil reviu SOP untuk keperluan eviden APM dan ZI; 

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian 
terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan 

Salinan Keputusan ini untuk disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan 

: Tanjung Pati 
30 Mei 2022 

 
908152007042002 



 
LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN 
Nomor  : W3-A16/954/HM.0
Tanggal  : 30 Mei 2022 
 
 

SUSUNAN TIM REVIU STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
KESEKRETARIATAN

NO NAMA/NIP 

1. Alfiza, S.H.I., M.A. 

2. Asep Nurdiansyah, S.H. 

3. Rismal Riandi, S.H. 

           Bidang-Bidang 

5. 

 
SOP terkait Pekerjaan Kasubbag 
Umum dan Keuangan 
 
Adriyeni, S.H.  
Yogi Yanova, S.Kom. 
Atika Dewi, A.Md. 

6. 

 
SOP terkait pekerjaan Kasubbag 
Perencanaan, TI dan Pelaporan

Marlena   
Robi Gema Putra, S.Kom. 

Kemal Pasha, S.Kom. 

4. 

 
SOP terkait Pekerjaan Kasubbag 
Kepegawaian, Ortala 
 
Rahmi Herawati, S.H. 
Siti Aliatun Marzuqoh, A.Md.

 
     
     
     
     
     
  
 
 

ENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI 
.00/V/2022 

REVIU STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
KESEKRETARIATAN PADA PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI

 

JABATAN 

Ketua  

Wakil Ketua  

Plt. Sekretaris 

Kasubbag 
 
 
 
 
Kasubbag Umum dan Keuangan 
Analis Humas 
Arsparis Pelaksana 

Kasubbag 
Perencanaan, TI dan Pelaporan 

 

 

Kasubbag PTIP 
Pengelola Informasi dan 
Komunikasi 
Pranata Komputer Ahli Pertama 

Kasubbag 

Siti Aliatun Marzuqoh, A.Md. 

 
 
 
 
Kasubbag Kepegawaian, Ortala 
PPNPN 

         
   Ditetapkan di  : Tanjung Pati
   Pada tanggal : 30 Mei 202
   Ketua, 
    

ALFIZA, S.H.I., M.A. 
NIP. 197908152007042002

REVIU STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 
TANJUNG PATI 

JABATAN DALAM 
TIM 

Pengarah 

Ketua Tim 

Sekretaris 

 
 
 
 
Koordinator 
Anggota 
Anggota 
 
 

Koordinator 
Anggota 
 
Anggota 
 
 
 
 
 
Koordinator 
Anggota 

: Tanjung Pati 
2022 

197908152007042002  



















































 

 
 
 
 

 

PENGADILAN AGAMA  
TANJUNG PATI 

 
Jl. Negara KM.11 Tanjung Pati 

 

web: pa-tanjungpati.go.id   
email : 

pengadilan_agama_tanjungpati@ 
yahoo.com 

Nomor SOP :   SOP/AS/15 
 Tanggal Pembuatan :   04 September 2017 

Tanggal Revisi :     06 Juni 2022 

:   03 Desember 2018 

Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati 

 

 

 

FIRDAUS, S.Ag 

NIP. 19730801 199703 1 001 
 

Tanggal Efektif :     06 Juni 2022 

:   03 Desember 2018 

Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati 

 

 

 

FIRDAUS, S.Ag 

NIP. 19730801 199703 1 001 
 

 
Disahkan Oleh 

Ketua Pengadilan Agama  

Tanjung Pati 
 

 
 

ALFIZA, S.H.I., M.A. 

NIP. 197908152007041001 
 

 
 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 
PENATAUSAHAAN ASET 

 

 

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 1. S-1   

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 2. SLTA (SMA/SMU/MAN/SMK/Sederajat) 

3. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan  

4. PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah 

 

5 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 137/KM.6/2014 tentang 

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik 

Negara 
 

6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang 

Penatausahaan Barang Milik Negara 

 

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2016 tentang Tata 

Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan 

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 

 

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata 

Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara 
 

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.06/2016 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian 

Barang Milik Negara 

 

10 Peraturan Menteri Keuangan No 171/PMK.05/2021 tentang 

Pelaksanaan Sistem Sakti 
 

11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.05/2017 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

223/PMK.05/2015 Tentang Pelaksanaan Piloting Sakti. 

 

12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2019 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 

tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat 

Instansi (SAKTI) 

 

13 SK KMA No. 246/KMA/SK/XII/2021 Tentang Pembelakuan Electronic 

State Asset Development and Enhancement Work Application (e-

Sadewa) 

 

 

mailto:pengadilan_agama_tanjungpati@yahoo.com
mailto:pengadilan_agama_tanjungpati@yahoo.com


KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGAPAN 

1. SOP Penatausahaan Persediaan 
 

Komputer, Printer, Scanner, Jaringan Internet, Box File, Lemari Arsip 

2 SOP Pencairan dan SOP Pertanggungjawaban Anggaran 

3. SOP Penyusunan Laporan Keuangan 

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 

 

1 
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan tugas pengelolaan 

barang milik negara tidak berjalan dengan baik dan akan berimbas pada 

penilaian kinerja serta diberi sanksi sesuai peraturan yang berlaku 

Pencatatan barang milik Negara pada aplikasi SIMAK-BMN; Pelaksanaan 
rekonsiliasi internal bulanan, rekonsiliasi semester dan rekonsiliasi tahunan; 
Pembuatan laporan barang milik negara semester 1, semester 2 dan tahunan 

 
PROSEDUR PENATAUSAHAAN ASSET 

 

No Kegiatan 

 Pelaksana Mutu Baku 

Ket. Operator 
SIMAK 

Operator 
SAIBA 

Kasubag. 
Umum dan 
Keuangan 

KPA / 
KPB 

KPKNL / 
Koorwil  

Kelengka
pan 

Waktu Output 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

A. PENGINPUTAN ASET 
 

 
  

 
    

1. Menerima SPM/SP2D dan 
Dokumen Pengadaan Barang 

 

 

  

 
SPM/SP2D 

dan 

Dokumen 

Pengadaan 

Barang 

5 

 menit 

SPM/SP2

D dan 

Dokumen 

Pengadaa

n Barang 

 

2. Menginput SP2D dan 
Dokumen Pengadaan Barang 
ke dalam aplikasi SIMAK 
BMN 

 

 

  

 SPM/SP2D 

dan 

Dokumen 

Pengadaan 

Barang 

10 

menit 
RTH BMN 

 3 Mencetak Register Transaksi 
Harian (RTH) BMN 

 

 

  

 

RTH BMN 
5 

 menit 
RTH BMN 

 
 
 
 

4. Mencetak dan Memberi Label 
nomor inventaris pada fisik 
barang 

  

  

 

Label BMN 
10 

menit 

Label 

BMN 

 
 
 

5. Mencetak DBR/DIL/KIB yang 
baru 

 

 

  

 

DIR/DIL/KIB 
5  

menit 

DIR/DIL/ 

KIB 

 

 

 

7. Memeriksa dan 
menendatangani DBR/DBL/ 
KIB  

 

 

 

  

DIR/DIL/KIB 
5  

menit 

DIR/DIL/ 

KIB 

 

 

 

8. Menempel DBR di ruangan   

  

 

DIR/DIL/KIB 
10 

menit 

DIR/DIL/ 

KIB 

 
 
 
 

9. Mengarsipkan DBR/DIL/KIB 

 

 

  

 

DIR/DIL/KIB 
5 

 menit 

DIR/DIL/ 

KIB 

 
 
 
 

Waktu yang diperlukan : 55 menit / 1 Jam 
 
 



B. 
LAPORAN 
BULANAN/SEMESTERAN/TAHUNAN 

        

1. Menerima data persediaan 

tahun berjalan 

  

  

 

Data 

persediaan 
5 menit 

LBKP-

Persediaa

n 
 

2. Mencetak LBKP-Persediaan dari 

Aplikasi SIMAK BMN 

  

  

 

LBKP-

Persediaan 

5  

menit 

LBKP-

Persediaa

n 
 

3. Mencocokan LBKP-Persediaan 

dengan Laporan Persediaan 

  

  

 

LBKP-

Persediaan 

5  

menit 

LBKP-

Persediaa

n 
 

4. Melakukan penyusutan regular 

BMN semester 1/semester 2 

  

  

 

LBKP-

Persediaan 

5  

menit 

Neraca 

SIMAK 

 

5.. Mencetak Neraca SIMAK BMN   

  

 

Neraca 

SIMAK 

5  

menit 

Neraca 

SIMAK 

 

6. Pengiriman data asset ke 

UAKPA   

  

 Data BMN, 

Neraca 

SIMAK 

5   

menit 

Neraca 

SIMAK  

7. Menerima data asset dari 

SIMAK BMN 

 

 

  

 

Data BMN, 

Neraca 

SIMAK 

5   

menit 

Data 

BMN, 

Neraca 

SIMAK  

8. Posting Jurnal 

 

 

  

 

Data BMN, 

Neraca 

SIMAK 

5   

menit 

Data 

BMN, 

Neraca 

SIMAK   

9. Cetak Rekonsiliasi Periode 

Berjalan dan Rekonsiliasi SPM 

BMN 
 

 

  

 

Data BMN, 

Neraca 

SIMAK 

5   

menit 

Rekonsilia

si Periode 

Berjalan 

dan SPM 

BMN  

10. Memeriksa rekonsiliasi 
periode berjalan dan 
rekonsiliasi SPM BMN  

 

  

 
Rekonsiliasi 

Periode 
Berjalan dan 
SPM BMN 

5   

menit 

Rekonsilia

si Periode 

Berjalan 

dan SPM 

BMN 

 11. Cetak Laporan Neraca 

 

 

  

 
Neraca 
SAIBA 

5   

menit 

Neraca 

SAIBA 

 12 Membandingkan Neraca 
SIMAK BMN dan Neraca 
SAIBA 

 

 

  

 
Neraca 

SIMAK dan 
SAIBA 

5   

menit 

Neraca 

SIMAK 

dan 

SAIBA 

 13. Membuat, mencetak dan 
menandatangani BAR 
Internal Bulanan/ 
Semesteran/Tahunan 

 

 

  

 

Neraca 
SIMAK dan 

SAIBA 

60   

menit 

BAR 

Internal 

Bulanan/ 

Semestera

n/Tahunan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Menandatangani BAR 
Internal Bulanan/ 
Semesteran/Tahunan  

 

 
 
 

 

 

 

BAR Internal 
Bulanan/ 

Semesteran/
Tahunan 

10   

menit 

BAR 

Internal 

Bulanan/ 

Semestera

n/Tahunan 

 

 

 

 

 

 

 

15. Memeriksa dan 
menandatangani BAR 
Internal Bulanan/ 
Semesteran/Tahunan  

  

 

 

BAR Internal 
Bulanan/ 

Semesteran/
Tahunan 

10   

menit 

BAR 

Internal 

Bulanan/ 

Semestera

n/Tahunan 

 

 16. Memeriksa dan 
menandatangani BAR Internal 
Bulanan/ 
Semesteran/Tahunan  

 

 

  

BAR Internal 
Bulanan/ 

Semesteran/
Tahunan 

10   

menit 

BAR 

Internal 

Bulanan/ 

Semestera

n/Tahunan 

 

 17. Melakukan Back Up data 
 

    

BAR Rekon 
Internal 

Bulanan/ 
Semesteran/

Tahunan 

10   

menit 

Back Up 

Data 

 18. Membuka Aplikasi SIMAN 
(semesteran/tahunan) 

 

    Data SIMAK 
5   

menit 

Data 

SIMAK 

 

 

 

19. Melakukan pemutakhiran 
data aplikasi SIMAN dari 
aplikasi SIMAK BMN 

 

    Data SIMAK 
30   

menit 

Data 

SIMAK & 

SIMAN 

 

 

 

20. Melakukan perbandingan 
data SIMAK BMN dengan 
SIMAN 

 

    
Data SIMAK 
dan SIMAN 

30   

menit 

Data 

SIMAK 

dan 

SIMAN 

 21 Membuat CAL-BMN 
Semester 1/Semester 2/ 
Tahunan 

 

  

 

 
Laporan 

BMN 

1      

hari 

Laporan 

BMN dan 

CAL-BMN 

 

 

 

22. Memeriksa dan 
Menandatangani Laporan 
BMN dan CAL-BMN 
Semester 1/Semester 2/ 
Tahunan 

 

  

 

 
Laporan 
BMN dan 
CAL-BMN 

30   

menit 

Laporan 

BMN dan 

CAL-BMN 

 23 Penjilidan Laporan BMN 
Semester 1/Semester 2/ 
Tahunan 

 

    
Laporan 

BMN 

30      

menit 

Laporan 

BMN 

 24 Mengarsipkan Laporan BMN 
Semester 1/Semester 2/ 
Tahunan 

 

    
Laporan 

BMN 

5    

menit 

Laporan 

BMN 

 

 

 

 
Waktu yang diperlukan : 1 hari 290 menit / 4 hari 4 jam 50 menit 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



No Kegiatan 

Pelaksana Mutu Baku 

Ket 
Kasubag. 

Umum dan 
Keuangan 

KPA / 
KPB 

KORWIL 
BMN 

KPKNL 
BUA 
MARI 

Kelengka
pan 

Waktu Output 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

C. Penetapan Status Penggunaan BMN  
  

 
   

 
1. Melakukan pendataan asset 

BMN 

  

  

 

Data asset 

BMN 

30 

menit 
Data asset 

BMN 

 
2. Membuat konsep surat 

pengajuan PSP BMN 

  

  

 

Data asset 

BMN 
3 jam 

Konsep 

surat 

pengajuan 

PSP  
3. Memeriksa konsep surat 

pengajuan PSP BMN 
 

 

  

 
Konsep surat 

pengajuan 

PSP 

10 

menit 

Konsep 

surat 

pengajuan 

PSP  
4. Menandatangani surat 

pengajuan PSP BMN 
 

 

  

 
Konsep surat 

pengajuan 

PSP 

5   

menit 

Surat 

pengajuan 

PSP 
 

5. Mengirimkan surat pengajuan 

PSP BMN disertai kelengkapan 

dan persyaratan serta softcopy 

data BMN yang diajukan PSP 

melaluiu Pos/Travel 

  

  

 Surat 

pengajuan 

PSP, 

softcopy 

data BMN 

1       

jam 

Surat 

pengajuan 

PSP 

 
6. Mengirimkan surat pengajuan 

PSP BMN disertai kelengkapan 

dan persyaratan serta softcopy 

data BMN yang diajukan PSP 

(tanpa dokumen kepemilikan)  

 

  

 

 Surat 

pengajuan 

PSP, 

softcopy 

data BMN 

 
SK PSP 

BMN 

 
7. Mengirimkan surat pengajuan 

PSP BMN disertai kelengkapan 

dan persyaratan serta softcopy 

data BMN yang diajukan PSP 

(yang memiliki dokumen 

kepemilikan) 

  

  

 
Surat 

pengajuan 

PSP, 

softcopy 

data BMN 

 
SK PSP 

BMN 

 
8. Menerima tembusan surat yang 

dikirimkan korwil BMN ke 

KPKNL/BUA MARI 

  

  

 Tembusan 

surat 

pengajuan 

PSP 

5    

menit 

Tembusan 

surat 

pengajuan 

PSP  
9. Menerima SK PSP BMN   

  

 

SK PSP 

BMN 

5    

menit 

SK PSP 

BMN 

 
10. Mengarsipkan SK PSP BMN 

 

 

  

 

SK PSP 

BMN 

5    

menit 

SK PSP 

BMN 

 
 
 
 
 
 
 
 

Waktu yang diperlukan : 4 jam 60 menit / 5 jam 



No Kegiatan 

Pelaksana Mutu Baku 

Ket Kasubag. 
Umum dan 
Keuangan 

Tim 
Peng
hapus

an 
BMN 

KPA / 
KPB 

KORWI
L BMN 

KPKN
L 

Kelengka
pan 

Waktu Output 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

D. Penghapusan BMN         
1. Membuat konsep surat 

permohonan Panitia 

Penghapusan BMN 

   

 

 
Konsep surat 

permohonan 

panitia 

penghapusa

n BMN 

10 

menit 

Konsep 

surat 

permohon

an panitia 

penghapu

san BMN  
2. Memeriksa konsep surat 

permohonan Panitia 

Penghapusan BMN 
 

  

 

 
Konsep surat 

permohonan 

panitia 

penghapusa

n BMN 

10 

menit 

Konsep 

surat 

permohon

an panitia 

penghapu

san BMN  
3. Menandatangani surat 

permohonan Panitia 

Penghapusan BMN 

   

 

 Konsep surat 

permohonan 

panitia 

penghapusa

n BMN 

5   

menit 

Surat 

permohon

an panitia 

penghapu

san BMN  
4. Mengirimkan surat permohonan 

Panitia Penghapusan BMN 

  

 

  Surat 

permohonan 

panitia 

penghapusa

n BMN 

1      

jam 

Surat 

permohon

an panitia 

penghapu

san BMN  
5. Menerbitkan SK Tim 

Penghapusan BMN 

 

 

 

  Surat 

permohonan 

panitia 

penghapusa

n BMN 

 
SK TIM 

Penghapu

san BMN 

 
6. Menerima SK Tim Penghapusan 

BMN 

  

  

 
SK TIM 

Penghapusa

n BMN 

5    

menit 

SK TIM 

Penghapu

san BMN 
 

7. Melakukan pendataan BMN 

dengan kondisi rusak berat  
 

 

  

 
SK TIM 

Penghapusa

n BMN 

2      

jam 

Data 

Asset 

BMN dan 

SK PSP  
8. Melakukan koordinasi dengan 

instansi terkait untuk 

menentukan harga limit BMN 

yang akan dihapuskan 
 

 

  

 

Data Asset 

BMN dan SK 

PSP 

1 hari 

Data 

Asset 

BMN, SK 

PSP dan 

Harga 

Limit  
9. Melakukan dokumentasi BMN 

yang akan dihapuskan 

  

  

 

Data Asset 

BMN, SK 

PSP dan 

Harga Limit 

3       

jam 

Data 

Asset 

BMN, SK 

PSP,Harg

a Limit 

dan 

Dokument

asi BMN  
10. Membuat konsep surat usulan 

pengahapusan BMN 

  

  

 Data Asset BMN, 

SK PSP,Harga 

Limit dan 

Dokumentasi 

BMN 

10    

menit 

Konsep 

surat 

usulan 

penghapu

san BMN  



11. Memeriksa konsep surat usulan 

pengahapusan 

   

 

 
Konsep surat 

usulan 

penghapusa

n BMN 

10    

menit 

Konsep 

surat 

usulan 

penghapu

san BMN  
12. Memeriksa dan 

menandatangani surat usulan 

penghapusan BMN 
 

  

 

 Konsep surat 

usulan 

penghapusa

n BMN 

10    

menit 

Surat 

usulan 

penghapu

san BMN  
13. Mengirimkan surat usulan 

penghapusan BMN 

  

 

  
Surat usulan 

penghapusa

n BMN 

1       

jam 

Surat 

usulan 

penghapu

san BMN  
14. Mengirimkan surat usulan 

penghapusan BMN 
 

 

 
 

 
Surat usulan 

penghapusa

n BMN 

 

SK 

penghapu

san BMN 
 

15. Menerima SK Penghapusan 

BMN 

  

  

 
SK 

penghapusa

n BMN 

5   

menit 

SK 

penghapu

san BMN 
 

16. Membuat konsep surat 

permohonan pelelangan BMN 

   

 

 

SK 

penghapusa

n BMN 

10    

menit 

Konsep 

surat 

usulan 

pelelanga

n BMN  
17. Memeriksa dan 

menandatangani konsep surat 

permohonan pelelangan BMN  

  

 

 
Konsep surat 

usulan 

pelelangan 

BMN 

10    

menit 

Konsep 

surat 

usulan 

pelelanga

n BMN  
18. Mengirimkan surat permohonan 

pelelangan BMN disertai SK 

Penghapusan BMN 

  

 

  
Surat usulan 

pelelangan 

BMN 

1       

jam 

Surat 

usulan 

pelelanga

n BMN  
19. Mengirimkan surat permohonan 

pelelangan BMN disertai SK 

Penghapusan BMN 
 

 

 

  
Surat usulan 

pelelangan 

BMN 

 

Surat 

usulan 

pelelanga

n BMN  
20. Melaksanakan pelelangan BMN 

 

 

  

 
Surat usulan 

pelelangan 

BMN 

 

Risalah 

Lelang 

BMN 
 

21. Menerima risalah lelang BMN   

  

 

Risalah 

Lelang BMN 

5    

menit 

Risalah 

Lelang 

BMN 
 

22. Melakukan penghapusan BMN 

pada Aplikasi SIMAK BMN 

  

  

 
SK 

Penghapusa

n dan 

Risalah 

Lelang BMN 

1       

jam 

SK 

Penghapu

san dan 

Risalah 

Lelang 

BMN  
23. Mengarsipkan SK Penghapusan 

dan risalah lelang BMN  
 

  

 SK 

Penghapusan 

dan Risalah 

Lelang BMN 

5    

menit 

SK 

Penghapusan 

dan Risalah 

Lelang BMN  

Waktu yang diperlukan : 1 hari 635 menit / 2 hari 2 jam 35 menit 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN 
 

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 1. S-1   

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 2. SLTA (SMA/SMU/MAN/SMK/Sederajat) 

3. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan  

4. PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah 

 

5 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 137/KM.6/2014 tentang 

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik 

Negara 
 

6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang 

Penatausahaan Barang Milik Negara 

 

7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2016 tentang Tata 

Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan 

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 

 

8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata 

Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara 
 

9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.06/2016 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian 

Barang Milik Negara 

 

10 Peraturan Menteri Keuangan No 171/PMK.05/2021 tentang 

Pelaksanaan Sistem Sakti 
 

11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.05/2017 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

223/PMK.05/2015 Tentang Pelaksanaan Piloting Sakti. 

 

12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2019 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 

tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat 

Instansi (SAKTI) 

 

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGAPAN 

1. SOP Penatausahaan Persediaan 
 

Komputer, Printer, Scanner, Jaringan Internet, Box File, Lemari Arsip 

2 SOP Pencairan dan SOP Pertanggungjawaban Anggaran 

3. SOP Penyusunan Laporan Keuangan 

  

mailto:pengadilan_agama_tanjungpati@yahoo.com
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PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 

1 Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan tugas pengelolaan 

barang persediaan tidak berjalan dengan baik dan akan berimbas pada 

penilaian kinerja serta diberi sanksi sesuai peraturan yang berlaku 

Pencatatan barang persediaan pada aplikasi Persediaan; Pelaksanaan Stock 
Opname barang persediaan; Pembuatan laporan barang persediaan semester 1, 
semester 2 pada aplikasi SAKTI 

 
PROSEDUR PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN 

 

No Kegiatan 

 Pelaksana Mutu Baku 

Ket. Operator 
Persediaan

/Staf 

Tim 
Stock 

Opname 

Kasubag. 
Umum dan 
Keuangan 

KPA / 
KPB 

Kelengka
pan 

Waktu Output 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A. PENGINPUTAN BARANG PERSEDIAAN  
      

1. Menerima SPM/SP2D dan 
Dokumen Pengadaan Barang 

 

 

  

SPM/SP2D 

dan 

Dokumen 

Pengadaan 

Barang 

5 

 menit 

SPM/SP2D 

dan Dokumen 

Pengadaan 

Barang 
 

2. Menginput SP2D dan Dokumen 
Pengadaan Barang ke dalam 
aplikasi Persediaan 

 

 

  

SPM/SP2D 

dan 

Dokumen 

Pengadaan 

Barang 

10 

menit 

RTH 

Persediaa

n 

 3 Mencetak Register Transaksi 
Harian (RTH) Persediaan 

 

 

  
RTH 

Persediaan 

5 

 menit 

RTH 

Persediaa

n 

 4. Mencetak Daftar Transaksi 
Persediaan 

  

  
RTH 

Persediaan 

5   

menit 

Daftar 

Transaksi 

Persediaa

n  
5. Mencetak Laporan Rincian 

Barang Persediaan per tanggal 
transaksi 

 

  

 

Laporan 

Rincian 

Barang 

Persediaan 

5  

menit 

Laporan 

Rincian 

Barang 

Persediaa

n 

 6. Memeriksa kesesuaian Laporan 
Rincian Barang Persediaan 
dengan SPM/SP2D dan 
Dokumen Pengadaan Barang  

  

 

Laporan 

Rincian 

Barang 

Persediaan 

15  

menit 

Laporan 

Rincian 

Barang 

Persediaa

n 

 7. Menandatangani Laporan 
Rincian Barang Persediaan 

 

 

 

 
Laporan 

Rincian 

Barang 

Persediaan 

5  

menit 

Laporan 

Rincian 

Barang 

Persediaa

n 

 8. Menyimpan barang persediaan 
pada lemari ATK 

  

  

Laporan 

Rincian 

Barang 

Persediaan 

30 

menit 

Laporan 

Rincian 

Barang 

Persediaan  
9. Mengarsipkan Laporan Rincian 

Barang Persediaan  
 

  

Laporan 

Rincian 

Barang 

Persediaan 

5 

 menit 

Laporan 

Rincian 

Barang 

Persediaan  

Waktu yang diperlukan : 85 menit / 1 jam 25 menit 

 

 



 

No Kegiatan 

Pelaksana Mutu Baku 

Ket 

Pegawai 
Staf 

Pelaksana 
Operator 

Persediaan 
KPA/KPB 

Kelengka
pan 

Waktu Output 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B. PENGELUARAN PERSEDIAAN         
1. Memohon Kebutuhan ATK  

   

Formulir 

Permohonan 

ATK 

5   

menit 

 

Persediaa

n ATK 
 

2. Melakukan Pengecekan 

Ketersediaan ATK 
 

 
  

Formulir 

Permohonan 

ATK 

5   

menit 
Persediaa

n ATK 

 
3. Mengisi dan Menandatangani 

Formulir Pengambilan ATK 
 

   

Formulir 

Pengambilan 

ATK 

5   

menit 
Persediaa

n ATK 

 
4. Menyerahkan ATK  

 

 

  

Formulir 

Pengambilan 

ATK 

5   

menit 
Persediaa

n ATK 

 
5. Menyampaikan Formulir 

Pengambilan ATK 
 

 

  

Formulir 

Pengambilan 

ATK 

5   

menit 
Persediaa

n ATK 

 
6. Menginput Pengambilan ATK 

pada Aplikasi Persediaan 

  

 

 

Formulir 

Pengambilan 

ATK, 

Aplikasi 

Persediaan 

5   

menit 
Persediaa

n ATK 

 
7. Mengarsipkan Formulir 

Pengambilan ATK per 1 Bulan 
  

 

 

Formulir 

Pengambilan 

ATK, Kertas 

jilid 

5   

menit 

Bukti 

Pengambil

an ATK 

sebulan  
8. Mencetak Laporan Rincian 

Persediaan Bulanan 
  

 

 
Aplikasi 

Persediaan 

5   

menit 

Laporan 

Rician 

Persediaa

n Bulanan  
9. Memeriksa dan 

Menandatangani Laporan 

Rincian Persediaan Bulanan 
  

 
 

Laporan 

Rician 

Persediaan 

Bulanan 

10   

menit 

Laporan 

Rician 

Persediaa

n Bulanan  
10. Mengarsipkan Laporan Rincian 

Persediaan Bulanan 
    

Laporan 

Rician 

Persediaan 

Bulanan 

5   

menit 
Odner 

Kartu ATK 

 

Waktu yang diperlukan : 55 menit 

          
          
          
          
  

  

 
 
 
 

    

 



          

No Kegiatan 

Pelaksana Mutu Baku 

Ket 
Operator 

Persediaan 

Tim 
Stock 

Opname 

Kasubag. 
Umum dan 
Keuangan 

KPA / 
KPB 

Kelengka
pan 

Waktu Output 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C. STOCK OPNAME FISIK PERSEDIAAN (SEMESTER 1/SEMESTER 2)      
1. Mencetak Laporan Rincian 

Barang Persediaan 

   

 
Aplikasi 

Persediaan 

5   

menit 

Laporan 

Rincian 

Barang 

Persediaa

n  
2. Melakukan Stock Opname Fisik 

Barang Persediaan 

 

 

  

Laporan 

Rincian 

Barang 

Persediaan 

3 jam 

Laporan 

Rincian 

Barang 

Persediaa

n  
3. Membuat Berita Acara Opname 

Fisik Barang Persediaan 

 

 

  

Laporan 

Rincian 

Barang 

Persediaan 

2      

jam 

Berita 

Acara 

Opname 

Fisik 

Barang 

Persediaa

n  
4. Menandatangani Berita Acara 

Opname Fisik Barang 

Persediaan 

 

 

  

Berita Acara 

Opname 

Fisik Barang 

Persediaan 

5  

menit 

Berita 

Acara 

Opname 

Fisik 

Barang 

Persediaa

n  

5.. Memeriksa Berita Acara 

Opname Fisik Barang 

Persediaan  

 

  

 

Berita Acara 

Opname 

Fisik Barang 

Persediaan 

10  

menit 

Berita 

Acara 

Opname 

Fisik 

Barang 

Persediaa

n  

6.. Memeriksa dan 

menandatangani Berita Acara 

Opname Fisik Barang 

Persediaan  

  

  

Berita Acara 

Opname 

Fisik Barang 

Persediaan 

10   

menit 

Berita 

Acara 

Opname 

Fisik 

Barang 

Persediaa

n  

7. Menerima Berita Acara Opname 

Fisik Barang Persediaan  

  

  

Berita Acara 

Opname 

Fisik Barang 

Persediaan 

5   

menit 

Berita 

Acara 

Opname 

Fisik 

Barang 

Persediaa

n  

8. Menginput Transaksi Hasil 

Opname Fisik Barang 

Persediaan pada Aplikasi 

Persediaan 

 

 

  

Berita Acara 

Opname 

Fisik Barang 

Persediaan 

30   

menit 

Berita Acara 

Opname Fisik 

Barang 

Persediaan   



9. Mencetak RTH Hasil Opname 

Fisik Barang Persediaan dan 

Laporan Rincian Barang 

Persediaan serta Laporan Posisi 

Persediaan di Neraca 

  

 

 

Berita Acara 

Opname 

Fisik Barang 

Persediaan 

5   

menit 

RTH dan 

Laporan 

Rincian 

Barang 

Persediaa

n  

10. Memeriksa Kesesuaian RTH 
Hasil Opname Fisik Barang 
Persediaan/Laporan Rincian 
Barang Persediaan serta 
Laporan Posisi Persediaan di 
Neraca dengan Berita Acara 
Opname Fisik Persediaan  

 

  

 

RTH dan 
Laporan 
Rincian 
Barang 

Persediaan 
serta BA 
Opname 

Fisik 

15   

menit 

RTH dan 

Laporan 

Rincian 

Barang 

Persediaa

n serta BA 

Opname 

Fisik 

 11. Memeriksa dan 
menandatangani Laporan 
Rincian Barang Persediaan dan 
Laporan Posisi Persediaan di 
Neraca 

 

 

  

Laporan 
Rincian 
Barang 

Persediaan 
dan Laporan 

Posisi 
Persediaan 
di Neraca 

10   

menit 

Laporan 

Rincian 

Barang 

Persediaa

n dan 

Laporan 

Posisi 

Persediaa

n di 

Neraca 

 12 Menerima Laporan Rincian 
Barang Persediaan dan Laporan 
Posisi Persediaan di Neraca  

 

 

  

Laporan 
Rincian 
Barang 

Persediaan 
dan Laporan 

Posisi 
Persediaan 
di Neraca 

5   

menit 

Laporan 

Rincian 

Barang 

Persediaa

n dan 

Laporan 

Posisi 

Persediaa

n di 

Neraca 

 13. Melakukan Back Up Data 
Persediaan 

 

 

  
Aplikasi 

Persediaan 

5   

menit 

Back Up 

Data 

 14. Mengarsipkan Laporan Rincian 
Barang Persediaan dan Laporan 
Posisi Persediaan di Neraca 

 

 

  

Laporan 
Rincian 
Barang 

Persediaan 
dan Laporan 

Posisi 
Persediaan 
di Neraca 
serta BA 
Opname 

Fisik Barang 
Persediaan 

5   

menit 

Laporan 

Rincian 

Barang 

Persediaan 

dan Laporan 

Posisi 

Persediaan di 

Neraca serta 

BA Opname 

Fisik Barang 

Persediaan 

  
Waktu yang diperlukan : 5 jam 110 menit / 6 jam 50 menit 

 

 

 



 

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

PEMELIHARAAN LINGKUNGAN  

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 

1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 1. S-1   

2. PP No.6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan BMN 2. SLTA (SMA/SMU/MAN/SMK/Sederajat) 

3. KMA 143 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas 

Administrasi Pada Mahkamah Agung 

 

4. Persekma No.2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP di 

Lingkungan MA dan Badan Peradilan di Bawahnya 

 

5 SK SEKMA No. 811/SEK/SK/VIII/2021 Tentang Pedoman Pengelolaan 

PPNPN pada MA RI dan Badan Peradilan di Bawahnya  

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGAPAN 

1. 

 

SOP Penatausahaan Aset, SOP Keprotokolan dan Kehumasan Alat kebersihan 

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 

 Jika SOP tidak dilaksanakan, maka kebersihan tidak akan 
terperlihara 

Jadwal dan cheklist Kebersihan Kantor 
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web: pa-tanjungpati.go.id   

email : 

pengadilan_agama_tanjungpati@ yahoo.com 
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Tanggal Pembuatan :   04 September 2017 

Tanggal Revisi   :    06 Juni 2022 

Tanggal Efektif   :    06 Juni 2022 

 

Disahkan Oleh 

 
Ketua Pengadilan Agama 
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PROSEDUR PEMELIHARAAN LINGKUNGAN  

No Aktivitas 

Pelaksana MUTU BAKU 

Petugas 
Kebersihan 

 

Ka. Sub Bag. Umum 
Dan Keuangan/ 

Pengawas Kebersihan 

Persyaratan/ 
Perlengkapan 

Waktu Output 

1 Menyusun jadwal dan ceklis 
kebesihan  

  Laptop, ATK 

1 hari 

Jadwan dan ceklis 
kebersihan telah 
tersusun 

2 Membesihkan ruangan, fasilitas dan 
lingkungan kantor sesuai pembagian 
tugas dan jadwal yang telah 
ditetapkan 

  Peralatan 
kebersihan 

Kebersihan kantor 
terjaga  

      

3 Menata taman, ruangan dan fasilitas 
kantor 

  Peralatan 
kebersihan 

Kerapian kantor 
terjaga 

5 Mengisi ceklis pelaksanaan tugas 
kebersihan 

  Pena, form 
ceklis 

Form ceklis terisi 

6 Melaporkan pelaksanaan tugas 
kebersihan kepada atasan 

  - Koordinasi 
terlaksana dengan 
baik 

7 Memonitor dan mengevaluasi 
pelaksanaan tugas kebersihan dan 
memberi paraf pada form ceklis 

  Pena, Fom 
ceklis 

Kinerja tenaga 
kebesihan temonitor 
dan terevaluasi 

Waktu yang diperlukan : 1 hari  

 

 

 

  



  

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

PEMELIHARAAN KEAMANAN 

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 

1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 1. S-1   

2. PP No.6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan BMN 2. SLTA (SMA/SMU/MAN/SMK/Sederajat) 

3. KMA 143 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas 

Administrasi Pada Mahkamah Agung 

 

4. Persekma No.2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP di 

Lingkungan MA dan Badan Peradilan di Bawahnya 

 

5 SK SEKMA No. 811/SEK/SK/VIII/2021 Tentang Pedoman Pengelolaan 

PPNPN pada MA RI dan Badan Peradilan di Bawahnya  

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGAPAN 

1. 

 

SOP Penatausahaan Aset, SOP Keprotokolan dan Kehumasan Alat-Alat Keamanan, CCTV, Kalung Identitas Tamu, Alat komunikasi (HT), Alat-

Alat Tulis Kantor 

 

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 

 Jika SOP tidak dilaksanakan, maka kebersihan dan 
keamanan kantor tidak akan terperlihara 

Pencatatan Buku Kontrol Kemanan Kantor serta Cheklist Sarana Keamanan 

Kantor 
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PROSEDUR PEMELIHARAAN KEMANAN 

 

No Aktivitas 

Pelaksana Mutu Baku 

Petugas 
Keamanan 

Resepsionis 
Ka. Sub Bag. 
Umum Dan 
Keuangan 

Persyaratan/ 
Perlengkapan 

Waktu Output 

1. Mengatur jadwal piket penjagaan 
kantor untuk malam dan siang  

  
 
 

 
 

Unit komputer, 
printer 

1 hari 

Jadwal piket petugas 
keamanan sudah 
disusun 

2. Melakukan absen masuk dan 
absen pulang petugas piket, 
buku serah terima tugas serta 
mengisi cheklist kelengkapan 
sarana keamanan kantor 

  
  

 Kertas absen, buku 
serah teima tugas, 
form ceklis 
kelengkapan sarana 
keamanan 

Absensi, buku serah 
terima tugas dan ceklis 
kelengkapan sarana 
keamanan terisi 

3. Membantu mengatur kendaraan 
masuk, parkir dan keluar bagi 
tamu dan pegawai, baik pada 
jam kantor maupun setelah jam 
kantor apabila diperlukan 
sewaktu - waktu 

   

Seragam Satpam, 
stick lamp 

masuk, parkir dan 
keluar kendaraan 
menjadi tertib dan 
aman 

4 Menjaga aset/inventaris kantor  
PA. Tanjung Pati 

   
Peralatan keamanan 

Keamanan 
aset/inventaris terjaga  

5 Mengarahkan tamu untuk 
melapor ke resepsionis 

   

Peralatan Keamanan 
Tamu yang datang 
terkoordinir dengan 
baik 

6 Mengisi registrasi manual dan 
aplikasi buku tamu serta 
memberi kalung tamu 

   Buku tamu, Aplikasi 
buku tamu dan 
kalung tamu 

Tamu teregistasi dan 
teridentifikasi dengan 
baik 

7. Mengarahkan tamu ke 
lobby/ruang tamu terbuka/ruang 
tunggu tamu pimpinan 

   
Form kunjungan 

Tamu terkoordinir 
dengan baik 

8. Menyalakan genset apabila 
terjadi pemadaman listrik kantor 
dan mengontrol ketersediaan air 
di lingkungan kantor 

   
Genset dan pompa 
air 

Genset dan pompa air 
lebih terawasi dengan 
baik 

9. Mengawasi keadaan kantor 
setiap hari dengan berkeliling 
kantor setiap jam  

   
Peralatan keamanan 
kantor 

Keadaan kantor 
terawasi dengan baik 

10. 
 

Melakukan kontrol semua 
ruangan kerja, mematikan listrik, 
AC, komputer yang masih 
menyala dan mengunci semua 
pintu 

   

Peralatan keamanan 
kantor 

Listrik, AC, computer 
dan pintu ruangan 
terawat dan terjaga 
dengan baik 

11. Menyalakan lampu luar kantor 
pada malam hari seperlunya 

   Peralatan keamanan 
kantor 

Pencahayan kantor 
terkontrol 

12. Sebelum pergantian petugas 
setiap pagi, penjaga piket malam 
terlebih dahulu membersihkan 
bagian kantor yang telah 
ditugaskan 

   

Peralatan 
Kebersihan 

Terjaganya kebersihan 
kantor 

13. Melaporkan pelaksanaan tugas 
harian kepada atasan 

   
Laporan keamanan 
kantor 

Koordinasi yang baik 
dengan 

14. Memonitor dan mengevaluasi 
pelaksanaan tugas harian 
satpam 

   Kertas absen, buku 
serah teima tugas, 
form ceklis 
kelengkapan sarana 
keamanan dan 
laporan keamanan 

Kinerja Satpam 
termonitor dan 
terevaluasi dengan baik 

Waktu yang diperlukan : 1 hari 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN 
 

 

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 

1 
2 
 
3 
 
4 
 
 
5 
 
6 

UU No. 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan  
Permenpan RB Nomor : 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar 
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Tata Kerja 
Kepaniteraan dan Kesekratariatan Peradilan 
Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman 
Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan 
Peradilan yang berada di bawahnya 
SK KMA No. 85/KMA/SK/V/2014 Tentang Pengelolaaan Perpustakaan di Lingkungan MA 
dan 4 Lingkungan Peradilan di Bawahnya 
PP No. 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2007 Tentang 
Perpustakaan 

 

1. S.1 

2. SLTA 

  
 

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGAPAN 

1 

2 

SOP Pengelolaan Tata Naskah Dinas (Surat Masuk dan Surat Keluar) 
SOP Penatausahaan Aset 

 

Komputer, printer, ATK, Buku Induk 
Perpustakaan 

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 

1 Jika SOP tidak dilaksanakan,maka tidak ada informasi buku-buku perpustakaan dan 
sulitnya mencari buku yang dibutuhkan  

 

Buku Kegiatan, BukuInduk 

Perustakaan 
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PROSEDUR PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN 
 

No Kegiatan 

 Pelaksana Mutu Baku 

Ket. Petugas 
Perpustakaan 

Kasubag 
Umum dan 
Keuangan 

Sekretaris/KPB 
 

Kelengkapan Waktu Output 

1 2 3 4 6 8 9 10 11 

1 Menerima pengiriman 
buku untuk 
pepustakaan, 
memeriksa jumlah dan   
kesesuaian buku yang 
diterima, kemudian 
melapor kepada 
Sekretaris selaku KPB 

 

 

 

Tanda teima 
buku 

 

10 

Menit 

Buku telah 
diterima dan 

dicek 
 

 

2 Menandatangani tanda 
teima buku 
perpustakaan 

 

  Tanda 
Terima 
Buku 

10 

Menit 

Tanda terima 
telah ditanda 

tangani 
 

3 Membuat jadwal 
pengklasifikasian nomor 
panggil/DDC, input data 
buku dan pencetakan 
label buku pada aplikasi 
SLIMS 

 

 

 

Jadwal 
pengelolaan 

buku 
pepustakaan 

1 Jam 
Jadwal telah 

selesai 
 

4 Melaksanakan tugas 
pengelolaan buku 
perpustakaan pada 
aplikasi SLIM sesuai 
jadwal yang telah dibuat 
Kasubbag Umum dan 
Keuangan 

 

 

 

Jadwal 
Pengelolaan 

buku 
perpustakaan 

5 

Menit 

Buku telah dibei 
Nomor 

Panggil/DDC, 
diinput pada 

aplikasi SLIMS 
dan label buku 
telah dicetak 

 5 Memasang label pada 
buku perpustakaan dan 
menempatkan sesuai 
kategori 

  

 Stiker label 
5 

Menit 

Label telah 
terpasang pada 
fisik buku dan 

buku telah 
ditempatkan 

sesuai kategori  

6 Mengelola fisik buku 
dan seluruh 
infrastruktur 
perpustakaan 

  

 
Infrastruktur 

perpustakaan 
1 Jam 

Buku dan 
ruangan 

pepustakaan 
tertata rapi  

7 Mengelola keanggotaan 
perpustakaan 
 

 

 

 

Aplikasi 
SLIMS 

 

10 

Menit 

Data 
keanggotaan 
telah diupdate 

 8 Mengelola sirkulasi 
buku perpustakaan 

  

 

Aplikasi 
SLIMS 

 

15 

menit 

Tertibnya 
administrasi 
peminjaman 

 

9 Melaporkan 
pelaksanaan tugas 
perpustakaan kepada 
Kasubbag Umum dan 
Keuangan 

 

 

 

Laporan 
Pelaksanaan 

tugas     15 Menit 

Tertibnya 
administrasi 
pengelolaan 

perpustakaan 

 

 
Waktu yang diperlukan : 3 jam 10 menit 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 
PENCAIRAN ANGGARAN 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DASAR HUKUM :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Undang-Undang Nomor  17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 
2. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
3. Undang-Undang Nomor  14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tata Cara 

Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara 

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-33/PMK.02/2016 Tentang Standar 
Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan 
Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas 
Atas Peraturan Pemerintah No 7 tahun  tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri 
Sipil 

8. Surat Keputusan  Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 365/PA/SK/XII/2016 
tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Pada 
Satuan Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada 
Di Bawahnya  

9. Peraturan Menteri Keuangan No 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan 

Sistem Sakti 

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.05/2017 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2015 Tentang 

Pelaksanaan Piloting Sakti. 

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2019 tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang 
Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) 

 1. S - 1 
2. SMA 

KETERKAITAN :  PERALATAN / PERLENGKAPAN : 

1. S.O.P Sub Bagian Umum dan Keuangan  Komputer/Laptop, Printer, Alat Tulis Kantor, Rincian Pembayaran, 
RKAKL 

PERINGATAN :  PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pencairan anggaran akan terhambat 
 

Dokumen Keuangan 

mailto:pengadilan_agama_tanjungpati@yahoo.com
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No 

 

 

Aktivitas 

Pelaksana Mutu 
Baku 

 
Staf 

Pengelola 
Keuangan 

 
Bendahara/ 

PPABP 

Kasub 
Umum dan 
Keuangan/ 

PPSPM 

Pejabat 
Pembuat 

Komitmen 
(PPK) 

KPPN Kelengkapan Waktu Output 

1. Membuat Daftar Rincian 
Pembayaran Uang 
Makan/Honor /Gaji, 
Belanja Modal dll 

     Aplikasi GPP dan 

SAKTI 

30 menit 

Terselesaikannya 

pembuatan daftar 

rincian 

pembayaran Uang 

Makan,Honor/Gaji  

,Belanja Modal dll 

2 Membuat dan 
menandatangani Daftar 
Rincian pembayaran 
uang 
makan/honor/gaji/belanja 
modal, dll dalam bentuk 
SPP 

     Daftar Rincian 

Pembayaran Uang 

Makan/Honor/Gaji, 

Belanja Modal, dll 10 Menit 

SPP yang telah 

ditanda tangani 

3 Membuat dan 
menandatangani SPM 
atas pembayaran Uang 
Makan/Honor/Gaji, dll 

     SPP yang telah 

ditanda tangani 

10 Menit 

SPM selesai 

4 Mengirim SPM ke KPPN 
melalui aplikasi SAKTI 

     SPM dan data 
dukung lengkap 

5 Menit 

SPM beserta data 
dukung terkirim ke 
KPPN 

5 Memeriksa dan 
mengupload SPM ke 
aplikasi OMSPAN untuk 
menerbitkan SP2D 

      
Aplikasi OMSPAN 

2 Jam  

SP2D terbit 

6 Mengirim hardcopy SPM 
beserta data dukung ke 
KPPN 

     SPM beserta data 

dukung 
1 Hari 

Terkirimnya 
SPM ke KPPN 

8 Mengarsipkan SPP, SPM 
dan data dukung lainnya 

     Daftar Rincian 
Pembayaran, SPP, 
SPM, Lampiran 
SPM 

10 Menit 

Tersimpannya  
SPP/ SPM dan 
data dukung 
lainnya 

Waktu yang diperlukan : 1 hari 3 jam 5 menit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROSEDUR PENCAIRAN ANGGARAN 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DASAR HUKUM : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Undang-Undang Nomor  17 Tahun 2003 Tentang keuangan Negara 
2. Undang-Undang Nomor  14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tata Cara 

Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara 

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-33/PMK.02/2016 Tentang Standar 
Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 

5. Surat Keputusan  Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 
365/PA/SK/XII/2016 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / 
Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan 
Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya  

6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per – 11/ PB/2011 Tentang 
Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-
66/PB/2005 Tentang Mekanisme Pelaksaan Pembayaraan Atas Beban 
Anggaran Pendapatan dan  Belanja Negara 

7. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
8. Peraturan Menteri Keuangan No 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan 

Sistem Sakti 

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.05/2017 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2015 

Tentang Pelaksanaan Piloting Sakti. 

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2019 tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang 
Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) 

 

1. S – 1  
2. SMA 

KETERKAITAN : PERALATAN / PERLENGKAPAN : 

1. S.O.P Sub Bagian Umum dan Keuangan Komputer/Laptop, Printer, Alat Tulis Kantor, Daftar Rincian Permintaan 
Pembayaran (DRPP),  RKAKL 

 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka tupoksi satuan kerja akan terhambat Dokumen Keuangan 
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No 

 

 

Aktivitas 

 
Pelaksana 

 
Mutu Baku 

Staf 
Pengelola 
Keuangan 

Bendahara 

Kasub 
Umum dan 
Keuangan 
/PPSPM 

Pejabat Pembuat 
Komitmen 

(PPK) 
Kelengkapan Waktu Output 

1. Melengkapi Kuitansi, Bukti 
Belanja dan Membuat 
DRPP 

    Bukti Belanja, 

Aplikasi SAKTI, 

Daftar pagu 

RKAKL 

3 Jam 

DRPP beserta 
Data Dukung 

2. Mengoreksi dan 

menandatangani DRPP, 

kemudian menerbitkan 

dan menandatangani SPP 

    DRPP beserta data 
dukung, Aplikasi 

SAKTI 30 Menit 

Tersedianya SPP 
GUP beserta data 

dukung 

3 Mengoreksi SPP GUP, 
Jika sudah benar, terbitkan 
dan tandatangani SPM 

    SPP beserta data 

dukung, Aplikasi 

SAKTI 
10 Menit 

Terbitnya SPM 

GUP 

4 Mengirim ADK SPM GUP 

beserta data dukung ke 

KPPN melalui aplikasi 

SAKTI 

     
ADK SPM dan 
data dukung 10 Menit 

Terkirimnya ADK 

SPM dan data 

dukung ke KPPN 

5 Memeriksa status ADK 

SPM dan data dukung 

diterima/ditolak oleh KPPN 

melalui aplikasi SAKTI 

     
 

Aplikasi SAKTI 10 Menit 

 

Status 

diterima/ditolak 

oleh KPPN 

6 Memeriksa SP2D SPM 

yang telah diajukan pada 

aplikasi OMSPAN 

     
Aplikasi OMSPAN 

5 Jam 

KPPN menerbitkan 

SP2D 

7 Melakukan pencairan GUP 
tersebut ke Bank 

     
Cek giro 2 Jam 

Cairnya Ganti Uang 
Persediaan 

8 Mengirim Hardcopy SPM 
dan data dukung ke KPPN 

     
Hadcopy SPM dan 

data dukung 
1 Hari 

Terkirimnya 
hardcopy SPM dan 

data dukung ke 
KPPN 

9 Mengarsipkan berkas SPM 

GUP beserta data dukung 

pertanggungjawaban 

anggaran 

     
 
 

Arsip berkas GUP, 
box file 10 Menit 

Tersimpannya 

arsip SPM GUP 

beserta data 

dukung 

pertanggung 

jawaban 

anggaran 

 
Waktu yang diperlukan : 2 hari 3 jam 10 menit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PROSEDUR PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

PENATAUSAHAAN PNBP 

 
 

Dasar Hukum :              Kualifikasi Pelaksana   :         

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997; 

2. PP Nomor 53 Tahun 2008; 

3. PP Nomor 1 Tahun 2004; 

4. PMK Nomor 162 Tahun 2013; 

5. PERDIRJEN Nomor 3 Tahun 2014; 

6. Surat Edaran SEKMA Nomor 21B/SEK/KU.04.2/01/2017. 

7. PP 58 Tahun 2020  

8. SK SEKMA No. 264/SEK/SK/III/2021 

1. S-1 Sederajat 
2. SMA Sederajat 

Keterkaitan  :                Peralatan/Perlengkapan  :          

SOP Bagian Umum 
SOP Bagian Kepaniteraan 

1. Laptop dengan Aplikasi 
2. Buku Kas Umum 
3. SSBP 
4. Dokumen Pendukung lainnya  
 

Peringatan   :               Pencatatan dan pendataan:       

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pengelolaan PNBP akan terhambat Pencatatan dan Pendataan PNBP oleh 
Bendahara Penerima 
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No 

 
Aktivitas 

Pelaksana Mutu Baku 

Bendahara Pen-

erima 

Sekreta-

ris/KPA 
Kelengkapan Waktu Output 

1. Menerima Uang Leges/ 

Pendapatan Bukan Pajak 

dari Panmud Hukum 

 

 
 

 

Ekspedisi Penyetoran dari 

Panmud Hukum 

 10 Menit 

Diterimanya Uang Leges/ 

PNBP 

2. Mencatat di buku Pen-

erimaan Pendapatan 

Negara Bukan Pajak 

 
 

 

Buku Pendapatan Negara 

Bukan Pajak (PNBP) 

 

10 Menit Uang Leges/ PNBP telah 

dicatat dalam Buku PNBP 

3. Mengisi Aplikasi Simponi, 

Mencetak Surat Setoran 

Bukan Pajak (SSBP) 

 
 

 

Aplikasi Simponi, 

Komputer/Laptop 30 Menit 

Surat Setoran Bukan 

Pajak (SSBP) 

 

4. Menyetorkan Uang Leges/ 

Pendapatan Negara 

Bukan Pajak ke Kas 

Negara melalui Kantor 

Pos atau Bank Persepsi 

 

 
 

 

Surat Setoran Bukan Pajak 

(SSBP) 

1 Jam 
Surat Setoran Bukan 

Pajak (SSBP) telah disetor 

ke Kas Negara 

 

5. Membuat Laporan Per-

tanggung jawaban Ben-

dahara Penerima 

 
 

 
Aplikasi SAKTI,  

Komputer/Laptop 
30 Menit 

Terselesaikannnya laporan 

Pertanggung jawaban 

Bendahara Penerima 

6. Memeriksa dan menan-

datangani Laporan Per-

tanggung jawaban Ben-

dahara Penerima   
 

Surat Pengantar, 

LPJ Bendahara Penerima, 

Daftar Rincian Kas Direkening, 

Berita Acara Kas Bendahara 

Penerima, Berita Acara 

Pemeriksaan Kas dan 

rekonsiliasi 

10 Menit  Laporan Pertanggungjawa-

ban Bendahara Penerima 

telah valid 

7. Menginput PNBP pada 

aplikasi Komdanas dan 

e-Bima, kemudian me-

nyusun Laporan Pen-

dapatan Negara Bukan 

Pajak 

 
 

 

Surat Setoran Bukan Pajak, 

Data Pendukung Lainnya, 

Komputer/ Laptop 

1 Jam 

Terselesaikannya Laporan 

Realisasi Pendapatan 

Negara Bukan Pajak 

8. Memeriksa dan Menan-

datangani Laporan 

Pendapatan Negara 

Bukan Pajak 

  
Laporan Realisasi Pendapatan 

Bukan Pajak 

10 menit Laporan Realisasi Penda-

patan Negara Bukan Pajak 

siap dikirim 

9. Mengirim Laporan Pen-

dapatan Negara Bukan 

Pajak ke Pengadilan 

Tinggi Agama Padang 

dan KPPN 

 
 

 

Surat pengantar, 

Laporan Realisasi Pendapatan 

Negara Bukan Pajak, Buku 

agenda Surat keluar 

1 Hari 

Terkirimnya Laporan Real-

isasi Pendapatan Negara 

Bukan Pajak 

 

 

10. Mengarsipkan Laporan 

Pendapatan Negara 

Bukan Pajak 

 

 
 

 

Laporan Realisasi Pendapatan 

Negara Bukan Pajak, Boxfile, 

Lemari arsip 

5 menit Tersimpannya Laporan 

Pendapatan Negara 

Bukan Pajak 

 

Waktu yang diperlukan : 1 hari 3 jam 45 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROSEDUR PENATAUSAHAAN PNBP 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 
 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 

 
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 

1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara 

2. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara. 

3. Peraturan Presiden No. 20 tahun 2004 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah. 

4. Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional 

5. Peraturan Menteri Keuangan No. 24 Tahun 2005 
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 

6. Permenkeu No.190 Tahun 2012 tentang Tata cara 
pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN. 

7. Per Sekma No.02 Tahun 2013 tentang Pedoman 
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja 
Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan 
Peradilan yang berada dibawahnya. 

8. Perdirjen No. PER-57/PB2013 tentang Pedoman 
Penyusunan Laporan Kementerian Negara/ Lembaga 

9. SE Sekma Nomor:042-1/SEK/KU.01/01/2014 Tentang 
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Realisasi 
Anggaran di Lingkungan MA.dan Badan Peradilan di 
bawahnya. 

10. Peraturan Menteri Keuangan No. PMK 
213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan 
Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP) 

11. Peraturan Menteri Keuangan No. PMK 
162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung 
Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

12. Peraturan Menteri Keuangan No. 53/PMK.02/2014 
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 
2015. 

13. Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.05/2014 
tentang Rekening Milik Kementerian 
Negara/Lembaga/Satuan Kerja 

14. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 
128/KMA/SK/VIII/2014 tentang Tunjangan Kinerja 
Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan 
Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya 

15. Peraturan Menteri Keuangan No 171/PMK.05/2021 
tentang Pelaksanaan Sistem Sakti 

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
185/PMK.05/2017 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
223/PMK.05/2015 Tentang Pelaksanaan Piloting 

1.  S-1 Sederajat 
2. SMA Sederajat  

mailto:pengadilan_agama_tanjungpati@yahoo.com


No Aktivitas 

 Pelaksana   
Mutu Baku 

 
Operator 

Kasub Umum 

dan  

Keuangan 

Sekretaris/KPA 

 
 

Kelengkapan 

 
 

Waktu 

 

Output 

1. Menghimpun data 

awal laporan 

keuangan sesudah 

Rekonsiliasi melalui 

e-rekon dan SAKTI 

 

   
 
Aplikasi SAIBA dan 

SAKTI 

 

30 menit 
Terkumpulnya data 

dukung 

2. Mengisi dan 

Mendowload laporan 

Keuangan dari 

aplikasi e-rekon dan 

SAKTI 

   

 
Aplikasi e-rekon 

dan SAKTI 
30 menit 

Terunduh draf Laporan 

Keuangan 

3 Mengedit draf 

laporan Keuangan.  

   
File draf Laporan 

Keuangan 
1 Hari 

Tersusunnya draf 

Laporan Keuangan 

4 Mencetak konsep 

Laporan Keuangan 

   

File draf Laporan 

Keuangan 
30 Menit 

Hadcopy draf Laporan 

Keuangan 

5 Memeriksa draf 

Laporan Keuangan 

beserta data dukung  

   
Hardcopy draf 

laporan Keuangan 
1 Jam 

Terkoreksinya draf 

laporan keuangan 

6 Memperbaiki dan 
mencetak Laporan 
Keuangan. 

   
LK yang telah 

dikoreksi 
1 Jam Hardcopy LK 

7 Menyampaikan 
Laporan keuangan 
untuk diminta paraf 
dan tanda tangan.   

   
Hardcopy LK 

 
1 Jam 

LK telah ditanda 

tangani 

8 Men-scan, menjilid 

dan mengirim LK 

yang telah ditanda 

tangani ke Korwil 

Tingkat Banding 

berupa softcopy dan 

hardcopy 

   

LK yang telah 

ditanda tangani 

 

1 Hari 

 

 

Softcopy dan hardcopy 

LK 

 

 

 

 9 Mengupload LK di 

website  

   

Softcopy LK 2 Jam 
LK telah dipublikasi 

 

10 Menyimpan LK di 

lemari arsip 

   

Hadcopy LK 5 Menit 
Dokumen LK telah 

disimpan di lemari arsip 

Waktu yang diperlukan : 2 hari 7 jam 35 menit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sakti. 
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

203/PMK.05/2019 tentang Perubahan atas Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang 
Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan 
Tingkat Instansi (SAKTI) 

KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN 

SOP Bagian Umum dan Keuangan Lemari Arsip, Laptop/ Komputer, Printer, Scanner, Alat 
Tulis Kantor, Jaringan Internet 

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka laporan tidak 
akan terselesaikan 

Dokumen Keuangan 

 

PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















Lampiran II Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung

Nomor :

Tanggal :

NO SOP

sesuai 

dengan 

tahapan/ 

prosedur

sesuai 

dengan 

waktu 

perkiraan

sesuai dengan 

output yang 

ditargetkan

Masalah pada rumusan 

SOP

Masalah pada 

penguasaan 

SDM terhadap 

SOP

Masalah pada 

Sarpras yang 

kurang memadai

Masalah Lain Tidak perlu 

ada perubahan

Perlu adanya 

perubahan

Perlu adanya 

pelatihan bagi  

pegawai

Perlu adanya 

dukungan 

Sarpras  yang   

memadai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

I SOP KEPANITERAAN

1 SOP/AP/01 SOP Pelayanan Informasi √ - √ √ √ - - - - - - - -

2 SOP/AP/02 SOP Layanan Pos Bantuan Hukum √ - √ √ √ - - - - - - - -

3 SOP/AP/03 SOP Pelayanan Penerimaan Perkara - √ - - - waktu terlalu lama - - - - √ - -

4 SOP/AP/04 SOP Pembayaran Panjar Biaya Perkara - √ - - - waktu terlalu lama - - - - √ - -

5 SOP/AP/05 SOP Penetapan Penunjukan Majelis Hakim √ - √ √ √ - - - - - - - -

6 SOP/AP/06 SOP Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti √ - √ √ √ - - - - - - - -

7 SOP/AP/07 SOP Penunjukan Jurusita/ Jurusita Pengganti √ - √ √ √ - - - - - - - -

8 SOP/AP/08 SOP Penetapan Hari Sidang √ - √ √ √ - - - - - - - -

9 SOP/AP/09 SOP Pemanggilan Para Pihak √ - √ √ √ - - - - - - - -

10 SOP/AP/10 SOP Perkara dan PK Menggunakan sistem Barcode dan Direktori Putusan

11 SOP/AP/11 SOP Pelayanan Mediasi √ - √ √ √ - - - - - - - -

INDIKATOR SOP BERJALAN DENGAN BAIK 

PROSEDURNO

Pengadilan Agama Tanjung Pati

Pengadilan Tinggi Agama Padang

LEMBAR KERJA REVIU PELAKSANAAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELESAIAN PERKARA PERADILAN AGAMA

PENILAIAN TERHADAP 

PENERAPAN SOP INDIKATOR   SOP TIDAK BERJALAN DENGAN BAIK TINDAKAN YANG HARUS DIAMBIL

BERJALAN 

DENGAN 

BAIK

TIDAK 

BERJALAN 

DENGAN 

BAIK



NO SOP

sesuai 

dengan 

tahapan/ 

prosedur

sesuai 

dengan 

waktu 

perkiraan

sesuai dengan 

output yang 

ditargetkan

Masalah pada rumusan 

SOP

Masalah pada 

penguasaan 

SDM terhadap 

SOP

Masalah pada 

Sarpras yang 

kurang memadai

Masalah Lain Tidak perlu 

ada perubahan

Perlu adanya 

perubahan

Perlu adanya 

pelatihan bagi  

pegawai

Perlu adanya 

dukungan 

Sarpras  yang   

memadai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

INDIKATOR SOP BERJALAN DENGAN BAIK 

PROSEDURNO

PENILAIAN TERHADAP 

PENERAPAN SOP INDIKATOR   SOP TIDAK BERJALAN DENGAN BAIK TINDAKAN YANG HARUS DIAMBIL

BERJALAN 

DENGAN 

BAIK

TIDAK 

BERJALAN 

DENGAN 

BAIK

12 SOP/AP/12 SOP Kegiatan Persiapan Persidangan - √ - - - waktu terlalu lama - - - - √ - -

13 SOP/AP/13 SOP Kegiatan Persidangan - √ - - - waktu terlalu lama - - - - √ - -

14 SOP/AP/14 SOP Minutasi 1 Hari - √ - - - waktu terlalu lama - - - - √ - -

15 SOP/AP/15 SOP Pelayanan Pemberitahuan Isi Putusan √ - √ √ √ - - - - - - - -

16 SOP/AP/16 SOP Pengelolaan Sisa Panjar - √ - - - waktu terlalu lama - - - - √ - -

17 SOP/AP/17 SOP Penyerahan Produk Pengadilan √ - √ √ √ perubahan nama SOP - - - - - - -

18 SOP/AP/18 SOP Pengarsipan √ - √ √ √ Penambahan poin upload e-doc arsip di SIPP- - - - - - -

19 SOP/AP/19 SOP Peminjaman Berkas Perkara √ - √ √ √ - - - - - - - -

20 SOP/AP/20 SOP Pelayanan Permohonan Konsinyasi √ - √ √ √ - - - - - - - -

21 SOP/AP/21 SOP Pelayanan Banding √ - √ √ √ - - - - - - - -

22 SOP/AP/22 SOP Pelayanan Kasasi √ - √ √ √ - - - - - - - -

23 SOP/AP/23 SOP Pelayanan Peninjauan Kembali √ - √ √ √ - - - - - - - -

24 SOP/AP/24 SOP Prosedur Pengaduan √ - √ √ √ - - - - - - - -

25 SOP/AP/25 SOP Prosedur Pelaporan - √ - - - √ - - Terlalu cepat - √ - -



NO SOP

sesuai 

dengan 

tahapan/ 

prosedur

sesuai 

dengan 

waktu 

perkiraan

sesuai dengan 

output yang 

ditargetkan

Masalah pada rumusan 

SOP

Masalah pada 

penguasaan 

SDM terhadap 

SOP

Masalah pada 

Sarpras yang 

kurang memadai

Masalah Lain Tidak perlu 

ada perubahan

Perlu adanya 

perubahan

Perlu adanya 

pelatihan bagi  

pegawai

Perlu adanya 

dukungan 

Sarpras  yang   

memadai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

INDIKATOR SOP BERJALAN DENGAN BAIK 

PROSEDURNO

PENILAIAN TERHADAP 

PENERAPAN SOP INDIKATOR   SOP TIDAK BERJALAN DENGAN BAIK TINDAKAN YANG HARUS DIAMBIL

BERJALAN 

DENGAN 

BAIK

TIDAK 

BERJALAN 

DENGAN 

BAIK

26 SOP/AP/26 SOP Pelayanan Sita Buntut √ - √ √ √ - - - - - - - -

27 SOP/AP/27 SOP Pelayanan Luar Gedung - √ - - - waktu terlalu lama - - - - √ - -

28 SOP/AP/28 SOP Sidang Terpadu √ - √ √ √ - - - - - - - -

29 SOP/AP/29 SOP One Day Publish Putusan √ - √ √ √ - - - - - - - -

30 SOP/AP/30 SOP Panggilan/Pemberitahuan dari PA lain √ - √ √ √ - - - - - - - -

31 SOP/AP/31 SOP Permohonan Bantuan Panggilan/ Pemberitahuan ke PA lain √ - √ √ √ - - - - - - - -

32 SOP/AP/32 SOP Pengembalian Sisa Panjar Elektronik - - - - - - - - SOP baru dibuat - - - -

33 SOP/AP/33 SOP Excelence Services - - - - - - - - SOP baru dibuat - - - -

Petunjuk  Pengisian :

identitas satuan kerja Diisi dengan nama satuan kerja Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding yang menjadi wilayah yurisdiksinya (simbol * coret yang tidak perlu)

Kolom 1 Diisi dengan nomor  SOP (sudah terisi sesuai nomor urut SOP pada naskah standar SOP Penyelesaian Perkara Tahun 2015)

Kolom 2 Diisi dengan Jenis SOP (sudah terisi sesuai jenis SOP pada naskah standar SOP Penyelesaian Perkara Tahun 2015)

Kolom 3 Jika ternyata hasil penilaian terhadap SOP berjalan dengan baik, pilih dengan membubuhkan simbol "√" apabila tidak dengan simbol "-"

Kolom 4 Jika ternyata hasil penilaian terhadap SOP tidak berjalan dengan baik , pilih dengan membubuhkan simbol "√" apabila sudah berjalan dengan baik membubuhkan simbol "-"

Kolom 5, 6 dan 7 Jika ternyata hasil penilaian terhadap SOP berjalan dengan baik (kolom 3),  pilih dengan membubuhkan simbol "√"pada kolom indikator yang sesuai (pilihan bisa lebih dari satu)

Kolom 8, 9 , 10 dan 11 Jika ternyata hasil penilaian terhadap SOP berjalan dengan tidak baik (kolom 4),  pilih dengan membubuhkan simbol "√"pada kolom indikator yang sesuai (pilihan bisa lebih dari satu)

Kolom 12,13 ,14 dan 15Pilih dengan membubuhkan simbol "√" pada kolom yang dianggap sesuai (pilihan bisa lebih dari satu).
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